
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATIMALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : gg  - TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-

Undang ^omor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka

perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten

Maluku Tenggara Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor III, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);



3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tiomor

5587); sebagaimana diubah beberapa kaii,  terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);



10.Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk

dan Tata Cara Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5160);

12.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Kepulauan Maluku;

13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana

Tata Ruang Kawasan Negara Perbatasan di Provinsi Maluku;

14.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sempadan

Pantai;

15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

16.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2016

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata

Ruang Daerah;

17.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun

2013-2033;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor

14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2012-2032;

19.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 19 Tahun

2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lmgkungan (RTBL)

Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara;

20.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun

2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Pasar Omele.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN MALUKU

TENGGARA BARAT



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

2.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat

3.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang iaut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan

hidupnya.

4.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

5.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakatyang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

6.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk iiingsi budi

daya.

7.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

8.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaah tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

9.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi  pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

10.Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

11.Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kmerja penataan

ruang3'ang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

12.Pelaksanaan penataan ruang adalah upayn pencapaian tujuan penataan ruang

melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,  pemanfaatan ruang,  dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

13.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang

dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyustman dan pelaksanaan

program beserta pembiayaannya.

15.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata

ruang.



16.Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyrakat terhadap adanya indikasi

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pola ruang, fungsi ruang dan

struktur ruang di kabupaten Maluku Tenggara Barat.

17.Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang

dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang

sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona

peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

19.Peraturan zonasi  adalah ketentuan yang mengatur  tentang persyaratan

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaiiannya dan disusun untuk setiap

blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

20.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

dan/atau aspek fungsional.

22.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

23.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat

hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain

dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BABH

RUANG LINGKUP
Pasal2

Ruang Lingkup Sistem Pengaduan Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan

Penataan Ruang meliputi:

a.penyimpangan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTRK, RTBL;

b.mengganggu ketentraman Iingkungan masyarakat;

c.adanya indikasi pencemaran terhadap lingkungan permukiman.

BABUI

SUMBER PENGADUAN

Pasal3

1. Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. lembaga-lembaga  pemerintahan di  tingkat   RT/RW, Desa/Kelurahan,

Kecamatan;



b.pemangku kepentingan non pemerintah;

c.kelompok masyarakat;

d.masyarakat hukum adat;

e.organisasi masyarakat;

f.media masa; dan

g.orang perseorangan dan/atau korporasi

2. Sumber pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas

akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati pada masing masing

desa/Kelurahan/Kecamatan.

BABIV

BENTUK PENGADUAN

Pasal4

Pengaduan dari sisi penyampaian, dapat dikelompokan daiam dua bentuk yaitu :

a.pengaduan yang disampaikan dengan cara langsung atau secara lisan, melalui

temu muka atau tatap muka, baik kepada Pemerintah Daerah atau Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

b.pengaduan yang disampaikan dengan cara tidak langsung melaiui media lain

seperti  surat, telepon, sms atau website yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah.

BABV

MANFAAT DAN PRINSIP PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal5

(1)Manfaat Pengelolaan Pengaduan antara lain :

a.pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masyarakat sebagai pengawas ekstemal

dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

b.alat kontrol yang efektif dan sarana penyeimbang bagi Pemerintah Daerah

untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang untuk mewujudkan

tertib ruang;

c.sumber informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan

pengaturan penataan mang sehingga ruang memberikan kontribusi bagi

kelangsungan hidup masyarakat.

(2)Prinsip Pengelolaan Pengaduan yaitu :

a. Terpadu, artinya pengelolaan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu

hams ditangani secara terpadu oleh BKPRD yang diberikan kewenangan

untuk Koordinasi Penataan Ruang Daerah;



b.cepat dan tepat, artinya setiap laporan atau pengaduan yang masuk harus

secepat mungkin ditindaklanjuti atau ditanggapi dan tepat penanganannya;

c.sederhana, artinya prosredur atau mekanisme penanganan laporan atau

pengaduan masyarakat harus sesederhana mungkin untuk memudahkan

masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan;

d.transparan, artinya proses penerimaan dan tindak lanjut penanganannnya

harus transparan yang memberikan akses masyarakat untuk memantau

tindak lanjut penyelesaiannya;

e.akuntabei, artinya Japoran atau pengaduan harus ditindaldanjuti secara benar

dan  bertanggungjawab  serta  mampu  memberikan kepastian kepada

masyarakat atas tindak lanjut terhadap permasalahan yang dilaporkan;

f.proporsional, artinya penanganan laporan atau pengaduan harus ditangani

secara proporsional oleh Lembaga yang diberikan kewenangan sesuai

kapasitas dan kewenangannya masing-masing sesuai peraturan perundang-

undangan;

g.informatif   artinya Pemerintah Daerah atau BKPRDsebagai  pengelola

pengaduan,  harus  menginformasikan  dan  mempublikasikan  sistem

penanganan laporan atau pengaduan di lingkungan mas^'arakat;

h. tidak diskriminatif artinya Iaporan atau pengaduan yang diterima harus

ditindak lanjuti secara adii dan transparan sesuai peraturan perundang-

undangan.

BABVI

SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal6

1.dalam rangka merespon laporan atau pengaduan masyarakat kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka disediakan Unit Layanan

Pengaduan Masyarakat.

2.Unit Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas didukung oleh Kelompok Pengolahan Pengaduan Masyarakat;

3.Kelompok Pengolahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) di atas bertugas :

a.melakukan soslisalisasi kepada Masyarakat  dalam rangka peningkatan

pemahaman terkait penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang;

b.menerima pengaduan dan melakukan pengujian lapangan terhadap tingkat

ketimpangan pemanfaatan ruang yang bersumber dari pengadu;

c.menganalisis jenis pengaduan yang diadukan oleh pengadu untuk menjadi

agenda Rapat Kerja BKPRD setiap bulan;



d.menindaklanjuti   Iaporan dan/atau pengaduan kepada SKPD Teknis

berdasarkan arahan Ketua BKPRD;

e.menyiapkan Laporan atas penyimpangan pemanfaatan ruang secara berkala

dan diajukan kepada Bupati melalui BKPRD.

4. Susunan keanggotaan Kelompok Pengolahan Pengaduan Afasyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.

BABVII

PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

(1)Untuk  mengelola  pengaduan masyarakat   dalam rangka  pengendalian

pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten Maluku Tenggara Barat,   diberikan

kewenangan kepada BKPRD melalui Unit Layanan Pengaduan.

(2)Unit Layanan Pengaduan yang dibantu oleh Kelompok Pengolahan Pengaduan

Masyarakat  mengkaji  pengaduan  masyarakat   dan  mengkoordinasikan

pengaduan kepada BKPRD dan SKPD Teknis yang menjadi anggota BKPRD

sesuai dengan iingkup permasalahan yang diadukan terkait  pengendalian

pemanfaatan ruang.

(3)BKPRD dan SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga

Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang dibentuk ditingkat daerah dengan

anggota-anggota melibatkan : Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas PU,

Pertambangan dan Energi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

Kantor Pertanahan, Bagian Hukum, Bagian Perdagangan dan Perindustrian,

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat, untuk tugas koordinasi penataan ruang daerah serta

dapat menindaklanjuti seluruh laporan pengaduan yang masuk dan memberikan

tanggapan balik kepada masyarakat  yang melaporkan pengaduan sesuai

mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan yang ada.

(4)Untuk mewujudkan adanya laporan pengaduan yang koordinatif, intergratif dan

sinkronisasi  maka  berdasarkan kewenangan yang  diberikan, BAPPEDA

ditetapkan sebagai Kelompok Pengolahan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(5)Mekanisme dan prosedur pengolahan pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(6)Pelaksanaan Penanganan Pengaduan oleh SKPD teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan Tugas dan fungsi masing-masing SKPD

berdasarkan ketentuan yang berlaku.



(7) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Pasai 8

Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:

a.meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;

b.meningkatkan kapasitas  dan kemandirian pemangku kepentingan dalam

penyelenggaraan penataan ruang;

c.meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan

d.meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.

PasaI9

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pembinaan

penataan ruang kepada masyarakat.

(2)Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang

untuk mencapai tujuan pembinaan penataan ruang.

(3)Pembinaan penataan ruang dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah

dan masyarakat.

Pasal 10

Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

b.sosialisasi peraturan perundang-undangan dan  pedoman bidang penataan

ruang;

c.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

d.pendidikan dan pelatihan;

e.penelitian dan pengembangan;

f.pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

g.penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan

h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 11

(1) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan upaya untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam

penyelenggaraan penataan ruang.



(2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a.penyuluhan bidang penataan ruang;

b.pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik;

c.pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; dan

d.penyediaan unit pengaduan.

BABDC
PERIZINAN

Pasal 12

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan

wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan

ruang.

Pasal 13

(1)Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :

a.menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan

zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;

b.mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan

c.melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

(2)Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan

melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan

rencana tata ruang.

Pasai 14

(1)Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.

(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  merupakan biaya untuk

administrasi perizinan.

Pasal 15

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dapat

berupa:

a.izin prinsip;

b.izin lokasi;

c.izin penggunaan pemanfaatan tanah;

d.izin mendirikan bangunan; dan

e.izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2016

NOMOR :

PITERSON RANGKORATAT, SH

Diundangkan di : Saumlaki

padatanggal    : 17 - re^-tciviWr-   2016

•Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

. TEMMAR
i:

:

Kepala BAPPEDA
Kabag Hukum
Asisten Koordinasi
Sekretaris Daerah

PARAF KOORDINASI .

Ditetapkan di   : Saumlaki

padatanggal   : 14- Sept^wber  -   2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BABX

SANKSI

Pasal 16

Sanksi diberikan kepada masyarakat atau badan hukum yang melakukan Pelanggar

berdasarkan ketentuan Pasal 63, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73

dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasall7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat.


